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ABSTRAK :  - bahwa agar dalam tataran implementasi perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan secara lebih efektif, efisien, dan dengan tetap memperhatikan prinsip-
prinsip good governance pengelolaan Keuangan Negara, perlu menyempurnakan pengaturan 
tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dengan mengubah Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 
Negeri; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Permenkeu RI                              
No. 164/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1272); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015, diubah 
sebagai berikut:  

Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (2) 
Pasal 12 diubah, yaitu tentang SPD. Di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, 
yakni ayat (5a) dan ketentuan ayat (13) Pasal 13 diubah, yaitu tentang Biaya Perjalanan Dinas 
Jabatan. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 20 diubah, yaitu tentang penerbitan SPD. 
Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 
1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), yaitu tentang Pembayaran biaya Perjalanan Dinas. Ketentuan 
ayat (2) Pasal 27 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat 
(4), dan ayat (5) yaitu tentang Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP. Di 
antara BAB IX dan BAB X, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA, ketentuan Pasal 29 diubah, 
dan di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) 
Pasal 30 diubah, yaitu tentang Laporan pelaksanaan Perjalanan Dinas. Ketentuan ayat (2) 
Pasal 31 diubah, yaitu tentang wewenang PPK.  

Mengubah Lampiran II, Lampiran III, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada 
tanggal 30 Desember 2016. 

  - Lampiran Halaman 16 – 25. 

  

http://sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/264~PMK.05~2016Per.pdf

